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ABSTRAK 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah propinsi tujuan wisata dengan beraneka 

ragam peninggalan sejarah dan warisan budaya. Kota Yogyakarta pun dikenal dengan 

kota pelajar yang menampung banyak orang, baik dari kalangan siswa maupun 

kalangan mahasiswa. Tidak mengherankan jika kota ini dipadati banyak pendatang, 

baik wisatawan yang hendak berlibur maupun pelajar yang hendak menuntut ilmu. 

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, banyak sarana dan prasarana yang harus 

disiapkan pemerintah daerah Yogyakarta. Salah satu prasarana kota yang harus 

disediakan oleh pemerintah adalah menyediakan prasarana parkir. 

 Parkir merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di 

dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Perjanjian tersebut dapat kita lihat dari 

adanya karcis parkir. Selain itu, parkir juga merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dan fasilitas serta tarif parkir sering kali menjadi permasalahan. Sementara 

itu, permasalahan yang terjadi di Taman Parkir Plaza Sriwedani adalah penggunaan 

klausul tersendiri dalam penarikan retribusi parkir yang tercantum dalam karcis.. 

 Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research). Subjek 

penelitiannya adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir dan objek 

penelitian adalah Taman Parkir Plaza Sriwedani. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa; dalam kajian 

normatif, praktik sewa menyewa (ijārah) lahan parkir tidak sah menurut syara‟, 

karena akad ijārah yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan 

salah satu prinsip-prinsip muamalah dan salah satu asas-asas akad serta ada salah satu 

syarat- syarat keabsahan akad (syurūṭ aṣ- ṣiḥḥaḥ) yang belum terpenuhi. 

 Dalam kajian yuridis, pengguanaan klausul baku di Taman Parkir Plaza 

Sriwedani tidak sah menurut hukum, karena klausul baku yang ditetapkan 

bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 Pasal (8) ayat (1) 

poin (7), bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban yaitu; Pasal (5) ayat (2), 

bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

Pasal (8) ayat (1) poin (a) dan Pasal (18) ayat (2). 

 Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perparkiran yang 

menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan Perda adalah sebuah reflek 

masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan 

pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat 

terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang hukum yuridis dan hukum Islam. Hal itu terjadi karena dakwah atau 

pengajian tidak pernah dilakukan. Selain dari pada itu, tidak adanya pelopor dari 

tokoh agama dan atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan 

tentang praktik perparkiran yang sesuai aturan hukum. Hal ini menyebabkan praktik 

tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, meskipun 

kebiasaan  tersebut merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara‟ (‘urf 

fasid). Adapun ‘urf fasid, diharuskan untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu 

berarti menentang dalil syara‟ atau membatalkan dalil syara‟. 
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HALAMAN MOTTO 

 Hidup dengan niat ibadah untuk mencapai hidup yang barakah. 

 Menjadikan keyakinan, usaha, dan doa sebagai pondasi dalam 

menjalankan segala aktifitas. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 
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 و

 ھ

 ء

 ي

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

  yâ‟ 

w 

h 

‟ 

y 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 يتعّد دة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta`marbutah ditulis h 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 حكًة

 عهة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

„illah 

  

 (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

  bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

 dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā  كساية الأونيبء 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-fiṭri  شكبة انفطس 

 

D. Vocal pendek 

__   َ _ Fathah ditulis a 
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 فعم

__   َ _ 

 ذكس

__   َ _ 

 يرھت

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vocal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جبھهية

fathah + ya‟ mati 

 تُسى

kasrah + ya‟ mati 

 كسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūd 

 

F. Vocal rangkap 

1 

 

2 

 

Fathah + ya‟ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأَتى

 أعدت

 نئٍ شكستى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 
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 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samā‟ 

Asy-Syams 

 

1. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوي انفسوض

 أھم انسُة

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūd 

Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

انسّحًٍ  انسّحيى  ثسى الله 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah propinsi tujuan wisata dengan 

beraneka ragam peninggalan sejarah dan warisan budaya. Kota Yogyakarta 

pun dikenal dengan  kota pelajar yang menampung banyak orang, baik dari 

kalangan siswa maupun kalangan mahasiswa. Tidak mengherankan jika kota 

ini dipadati banyak pendatang baik wisatawan yang ingin berlibur maupun 

pelajar yang hendak menuntut ilmu. Hal itu terbukti dengan terbukti dengan 

banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di sekitar kita dengan plat nomer 

yang beraneka ragam. 

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, banyak sarana dan prasarana 

yang harus disiapkan pemerintah daerah Yogyakarta. Salah satu prasarana 

kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola 

kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana ini 

merupakan kondisi sebelum sarana yang ada harus dipenuhi secara logis
1
. 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta harus menjadi 

perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang 

memadai. 

                                                           
1
 Panca Kurniawan dan Agus Purwanto,  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, 

(Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 154. 
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Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
2
. Karena parkir merupakan 

keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat maka pelayanan parkir, 

kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan. Pada tempat-tempat 

pusat keramaian parkir merupakan kebutuhan yang sangat penting dan 

fasilitas  serta tarif parkir sering kali menjadi permasalahan yang sangat 

serius. Permasalah tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, 

karena pemerintah daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

sektor parkir. 

Parkir sesungguhnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan 

banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam 

perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima dan 

memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut dan 

mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan 

tersebut diserahkan oleh si pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah 

pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera 

pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya 

karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak 

pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian 

tersebut. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad 

(perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai 

                                                           
2
Pasal 1 ayat 15. 
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dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau 

ucapan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) sekitar. 

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah 

disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang 

berbunyi: 

3
.....يا أيٍا الريه آمىُا أَفُا بالعقُد  

Disebutkan juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi : 

الله يحب المتقيه بلّ مه أَفّ بعٍدي َاتقّ فئن
4

 

Adanya beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh 

pengelola jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala 

macam kelalaian, di mana pengelola jasa parkir memberlakukan klausul baku 

secara tersendiri. Misalnya pada bagian karcis parkir terdapat ketentuan 

apabila karcis parkir hilang akan dikenakan denda atau biaya sebesar 15.000 

rupiah dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan 

termasuk barang-barangnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan 

tidak ada penggantian apapun. 

Sedangkan kasus  yang terjadi di Taman Parkir Plaza Sriwedani, 

pengelola jasa parkir menetapkan klausul baku tersendiri dalam penarikan 

retribusi parkir yang tercantum dalam karcis. Klausul baku yang ditetapkan 

pengelola jasa parkir adalah penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pemilik 

                                                           
 

3
 Al-Maidah (5) : 1 

 

 
4
 Ali-Imran (3) : 76 
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sepeda motor yang hendak memarkirkan kendaraannya. Pengenaan tarif 

retribusi parkir dengan sistem bebas jam adalah sebesar 2.000 rupiah, artinya 

berapapun jangka waktu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya 

baik sebentar maupun lama mereka tetap dibebankan untuk membayar tarif 

retribusi parkir sebesar  2.000 rupiah.  

Berangkat dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis 

dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”. 

B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah; Bagaimana praktik penggunaan klausul baku dalam 

penarikan retribusi parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani ditinjau dalam 

perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan 

masalah di atas antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik perparkiran yang ada di Taman 

Parkir Plaza Sriwedani. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana praktik penggunaan klausul baku 

dalam penarikan retribusi parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani 
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ditinjau dalam perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum 

Islam. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun keguanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengelola jasa parkir pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal penarikan 

retribusi parkir di kota Yogyakarta yang sesuai dengan normatif 

hukum Islam, yuridis dan sosiologi hukum Islam. 

b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman apakah penggunaan 

klausul baku dalam penarikan tarif retribusi parkir di atas menciptakan 

kemaslahatan bagi pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. 

c. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih sosiologi hukum 

Islam penelitian dalam bidang muamalat. Serta hal ini mampu menjadi 

rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penarikan tarif 

retribusi parkir. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang penarikan retribusi 

parkir, khususnya membahas mengenai Penggunaan Klausul Baku dalam 

Penarikan Tarif Retribusi Parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani dengan 

menggunakan tinjuan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam. Ada 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara 

lain: 
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Skripsi Umi Hanifah, dengan judul “Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 

Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta 

Ditinjau dari Hukum Islam”
5
. Dalam penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di 

Jalan Umum di Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro. 

Skripsi Nuruddin Samsuri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi 

Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”
6
. Karya penulis tersebut 

membahas mengenai permasalahan penanggungan resiko kehilangan 

kendaraan dengan mencantumkan klausul kontrak baku dan tidak ada klausul 

kontrak baku dalam karcis dilihat dari segi hukum Islam. 

Kurniadi Nugroho, dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan Ulang 

Bukti Retribusi Parkir di Jln. Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif 

Sosiologi Hukum Islam)”
7
. Karya penulis tersebut lebih menjelaskan ulang 

penggunaan alat bukti retribusi parkir di jalan Affandi Sleman Yogyakarta 

dari segi sosiologi hukum Islam. 

                                                           
5
Umi Hanifah, “Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di 

Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

 
6
 Nuruddin Samsuri,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan 

Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Syar’iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 

7
Kurniadi Nugroho,“Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jln. Affandi Sleman 

Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syar’iah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

 



7 

 

Ari Rusandi, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Tanggungjawab Pengelola Jasa Parkir (Studi Pelaksanaan Perda 

Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”
8
. 

Karya tersebut lebih pada tanggungjawab pengelola jasa parkir dilihat dari 

peraturan daerah kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran. 

Skripsi M. Na’im Al-Faiz, yang berjudul “Penyelenggaraan 

Perparkiran di Kota Yogyakarta ( Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”
9
, 

dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penyelenggaraan perparkiran 

yang sesuai dengan peraturan daerah  yang telah diundangkan di kota 

Yogyakarta dan faktor apa saja yang menyebabkan peraturan tersebut belum 

berjalan secara maksimal. 

Dari tela’ah penyusun tentang beberapa karya ilmiah di atas maka 

skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil 

penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mencoba 

melihat bagaimana penggunaan klausul baku dalam penarikan tarif retribusi 

parkir ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam. Namun 

                                                           
8
Ari Rusandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pengelola Jasa Parkir (Studi 

Pelaksanaan Perda Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” ,Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 

 
9
 M. Ni’am Al- Faiz,“Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta ( Studi Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 

Perparkiran)”,Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
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meskipun demikian, beberapa hasil penelitian di atas akan penyusun jadikan 

sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya. 

E. Kerangka Teoretik 

Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat suatu syarat-

syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak baku artinya sama 

dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak 

apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya
10

. 

Klausul dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun 

menguntungkan salah satu pihak saja. Hal itu dapat terjadi karena penyusunan 

kontraknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak tersebut adalah 

pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat. 

Kontrak standar (baku) yang ditetapkan di Indonesia didasarkan asas 

kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal (1338) ayat (1) 

KUHPer, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang 

dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi 

syarat-syarat sah sebagaiman diatur dalam Pasal (1320) KUHPer, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3. Suatu hal tertentu; dan  

                                                           
10

 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengakapi Hukum Perikatan dalam Islam, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia Cet. Ke-10, 2011), hlm. 341. 
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4. Suatu sebab yang halal
11

. 

Al-Qur’an memberikan hukum muamalat yang berbentuk kaidah 

umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan 

hidup masyarakat dikemudian hari. Prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh 

ditinggalkan, yaitu:
12

 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali 

yang ditentukan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat. 

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad 

(perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. 

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
13

 

1. Syarat terbentuknya akad (syurūṭ al-in’iqād) 

                                                           
11

Ibid., hlm. 333-334. 

 

 
12

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: FH UII, edisi revisi, 

1993), hlm. 15 

 

 
13

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat , (Jakarta: Rajawali Pres Cet. Ke-2, 2010),hlm. 95. 
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2. Syarat keabsahan akad (syurūṭ aṣ-ṣiḥḥaḥ) 

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (syurūṭan-nafāz), dan 

4. Syarat mengikatnya akad (syurūṭ al-luzūm) 

 Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur atau rukun-rukun yang 

membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang 

membentuk akad itu ada empat, yaitu:
14

 

1. Para pihak yang membuat akad (al-‘āqidain) 

2. Pernyataan kehendak para pihak (ṣigatul ‘aqd) 

3. Objek akad (maḥallul-‘aqd), dan 

4. Tujuan akad (mauḍu’ al-‘aqd) 

Akad sendiri berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, 

menyambung, menghubungkan. Pertemuan antara ijab dan qobul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 

hukum pada obyeknya.
15

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu 

tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya 

perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila 

seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka 

pelakunya akan dijatuhi sanksi.
16

 

                                                           
 

14
Ibid., hlm. 96 

 

 
15

Ibid., hlm. 68. 

 

 
16

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996), hlm. 2 
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Akad bersifat mengikat kedua belah pihak oleh karena itu tidak dapat 

dibatalkan secara sepihak kecuali ada sesuatu yang mengharuskan 

pembatalan. Seperti terdapat akad pada objek yang telah diakadi atau akad 

tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai hal tersebut, akad memiliki 

hak  khiyar, dan akad ini bisa berakhir bila terpenuhinya hak dan kewajiban 

para pihak. Akad sendiri memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar, 

yaitu:
17

 

1. Asas Kebebasan (mabda’ hurriyyah al- ‘aqd); asas ini 

mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas untuk berakad, 

akan tetapi kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan 

dengan syarat-syarat tertentu, adanya batasan tersebut untuk 

menghormati kebebasan orang lain. 

2. Asas Janji itu Mengikat; artinya bahwa janji atau kesepakatan yang 

telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak- 

pihak yang telah membuatnya. 

3. Asas Keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu 

adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik 

keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima 

maupun keseimbangan dalam memikul resiko. 

4. Asas Kemaslahatan; bahwa akad yang dibuat oleh para pihak 

dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan 

                                                           
 

17
M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 47-50. 
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tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang 

memberatkan. 

5. Asas Amanah; dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-

masing pihak melakukan akad haruslah beritikad baik dalam 

bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan 

mengeploitasi ketidaktahuan mitranya. 

6. Asas Keadilan; keadilan adalah sebuah sendi yang hendak 

diwujudkan oleh pihak yang melakukan akad. Keadilan disini 

tidak boleh ada unsur paksaan sehingga menciptakan maqasid asy-

syari’ah. 

Akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad ijarah. Akad 

ijarah  adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan 

yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara 

umum terdapat dua jenis akad ijarah, yaitu:
18

 

1. Ijarah Manfaat (al-ijārah ‘ala al-manfa’ah), contoh menyewakan 

rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini mu’jir 

mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda 

tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu’jir 

mendapat imbalan tertentu dari musta’jir dan musta’jir 

mendapatkan manfaat dari benda tersebut. 

                                                           
 

18
 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 187-188. 



13 

 

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijārah ‘ala al-a’mal);dengan 

cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir 

adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, 

kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, 

tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’jir 

mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk 

musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir. 

Dengan melihat macam-macam ijarah di atas, jelas praktik parkir 

termasuk ijarah manfaat (al-ijārah ‘ala al-manfa’ah). Di mana mu’jir adalah 

pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan musta’jir adalah pihak 

yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan 

kendaraannya. Dalam akad ini mu’jir mendapatkan imbalan sesuai atauran 

yang berlaku sementara musta’jir mendapatkan manfaat atas lahan atau 

tempat parkir tersebut. Seiring perkembangan zaman, praktik ijarah 

menggunakan klausul baku atau perjanjian baku yang digunakan untuk 

menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun 

klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau 

ditawar-menawar oleh pihak lain.
19

 Akibatnya perjanjian ini  akan cenderung 

merugikan pada salah satu pihak. 

                                                           
 

19
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53. 
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Sementara itu, untuk memecahkan persoalan penggunaan klausul baku 

dalam penarikan tarif parkir, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang 

terjadi dalam suatu masyarakat, dan ini membutuhkan teori sosiologi hukum 

Islam. 

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang 

ilmu pengetuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
20

Maksudnya sejauh 

mana hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku 

sosial terhadap pembentukan hukum. 

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka 

tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum 

Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya perubahan 

masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.
21

Penggunaan 

pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema , 

yaitu:
22

 

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. 

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran 

hukum Islam. 

                                                           
20

 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta :  Sinar Grafika Cet. Ke-1, 2006), hlm. 1 

 
21

 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam,(Yogyakarta: UII Press , 2005), hlm. 1 

 
22

  M. Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,(Yogyakarta: IAIN, 

1999), hlm. 15-16 
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3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. 

4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam. 

5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum 

Islam. 

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan 

upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syari’ah) 

tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai 

nilai-nilai normatif. Ia secara secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek 

kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat 

memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki 

dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.
23

Aspek 

kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu 

dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai 

salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan 

sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah 

menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan yang dikenal dengan al-‘urf dan dapat dijadikan dalil dalam 

penetapan hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
24

 

                                                           
23

 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam,(Yogyakarta: UII Press , 2005), hlm. 1 

 
24

 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, alih bahasa Faiz Muttaqin 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291 
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Dalam hukum Islam‘Urf terdiri dari dua macam, yaitu :
25

 

1. ‘Urf ṣaḥiḥ adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan 

juga tidak membatalkan yang wajib. 

2. ‘Urf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi 

bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib. 

F. Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan 

perkara yang diteliti, supaya hasil penelitian baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang akan penyusun gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.
26

Dalam 

hal ini, penyusun meneliti tentang praktik penarikan retribusi parkir di 

                                                           
 
25

 Rachmat Syafe’I,  Ilmu Ushul Fiqih ,(Bandung: Pustaka Setia Cet. Ke- IV, 2010), hlm. 

128-129 

 
26

 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188 

 



17 

 

Taman Parkir Plaza Sriwedani Kota Yogyakarta dalam perspektif 

normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian adalah para pihak yang terkait dengan 

penarikan retribusi parkir di Taman Parkir tersebut, khususnya pengelola 

jasa parkir dan pengguna jasa parkir. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh 

data, metode yang digunakan antara lain:  

a. Metode Observasi  

 Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini 

penyusun melakukan pengamatan terhadap pengunaan klausul baku 

dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir yang terjadi di Taman 

Parkir tersebut. 

b. Metode Wawancara  

 Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang 

tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat 

dalam praktik penarikan retribusi parkir, khususnya pengelola jasa 

parkir dan pemilik kendaraaan pengguna jasa parkir. 

c. Metode Dokumentasi 
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 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara 

tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang 

pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
27

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam penelitian ini, rencana awal yang menjadi populasi 

adalah 10 orang pengelola jasa parkir dan 10 orang pengguna jasa 

parkir. Namun kenyataannya, populasi yang dapat diambil adalah 6 

orang pengelola jasa parkir dan 6 orang pengguna jasa parkir. Hal itu 

terjadi karena, ketua paguyuban hanya mengizinkan demikian. 

b. Sampel 

   Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan 

obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang untuk 

dijadikan sampel.
28

Yang dijadikan Sampel 5 orang pengelola parkir 

dan 5 orang pengguna jasa parkir. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan 

                                                           
 

27
 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, ( Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 191 

 
28

 Nurul Zuriah,  Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan , (Jakarta: PT.  Bumi 

Aksara,2006), hlm. 299 
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normatif dilakukan dengan melihat kaidah-kaidah hukum Islam, 

pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan Perda kota 

Yogyakarta nomor 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus 

Parkir dan undang-undang terkait, sementara pendekatan sosiologi hukum 

Islam dilakukan di mana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada 

mengacu pada timbal balik antara perubahan hukum Islam dan 

masyarakat, dan sebaliknya di mana perubahan masyarakat menyebabkan 

terjadinya perubahan hukum terhadap perilaku pelanggaran aturan 

penarikan retribusi parkir. Selain itu, dalam pendekatan ini melihat sejauh 

mana kesadaran hukum masyarakat. 

6. Teknik Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data 

yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang tujuannya untuk 

memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan terperinci. Dalam hal 

ini mengenai persoalan penarikan retribusi parkir berdasarkan 

perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan arah pembahasan penyususan 

skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 
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Bab pertama berupa pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,  

kerangka teoretik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab 

ini merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang 

lainnya saling terkait. 

Bab kedua menggambarkan tinjauan umum teori muamalat. Bab ini 

dibagi menjadi tiga sub bab: yaitu mengenai teori akad yang terdiri dari 

pengertian, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, substansi akad, dan 

implikasi akad. Sub bab yang kedua mengenai teori ijarah, dimana 

pembahasannya mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan 

jenis akad ijarah. Sedangkan, sub bab ketiga mengenai kontrak baku, dimana 

pembahasannya mengenai definisi, persyaratan, ciri-ciri, dan pengaturan 

pemakaian. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai teori yuridis dan 

sosiologi hukum Islam. 

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum Taman Parkir Plaza 

Sriwedani, yang terdiri dari; gambaran umum, praktik penarikan retribusi 

parkir, pemahaman pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir terhadap 

penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi parkir, dan alasan 

pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir melakukan praktik retribusi 

parkir yang menggunakan klausul baku. 

Bab keempat menjelaskan analisis terhadap praktik penarikan retribusi 

parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani. Bab ini merupakan analisis 

perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi Hukum Islam. 
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Akhirnya, bab lima atau terakhir merupakan penutup dari keseluruhan 

rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok 

masalah penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Setelah penulis mengkaji, menganalisis, dan menelaah praktik 

perparkiran di Taman Parkir Plaza Sriwedani, maka dari uraian tersebut di atas, 

ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu: 

1. Dalam kajian normatif, praktik sewa menyewa (ijārah)  lahan parkir tidak sah 

menurut syara’, karena akad ijārah yang digunakan dalam transaksi parkir ini 

bertentangan dengan salah satu prinsip-prinsip muamalah yaitu; muamalat 

dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur 

penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

Selain itu, akad ini juga melanggar salah satu asas-asas akad, yaitu; Asas 

Amanah. 

2. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam penarikan rertribusi 

tarif parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani tidak sah menurut hukum. 

Praktik perparkiran tidak sah karena klausul baku yang ditetapkan 

bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 Pasal (8) 

ayat (1) poin (7). Penggunaan klausul baku tersebut bertentangan dengan 

Perda dan secara tidak langsung juga bertentangan dengan anggaran dasar 

paguyuban yaitu; pasal (5) ayat (2). Kemudian, penggunaan klausul baku 

tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) poin (a) dan Pasal (18) ayat (2).  
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3. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perparkiran yang 

menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan perundang-undangan 

adalah sebuah reflek masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak 

dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam 

masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan 

klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yuridis 

dan hukum Islam. Hal itu terjadi karena dakwah atau pengajian tidak pernah 

dilakukan. Selain dari pada itu, tidak adanya pelopor dari tokoh agama dan 

atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan tentang praktik 

perparkiran yang sesuai dengan aturan hukum. Sehingga suatu hukum tidak 

dilaksanakan masyarakat yang dikarenakan tidak adanya pembahasan yang 

dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh agama atau masyarakat. Hal 

ini menyebabkan praktik tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang 

berlangsung terus-menerus, meskipun kebiasaan  tersebut merupakan 

kebiasaan yang bertentangan dengan syara’ (‘urf fasid). Adapun ‘urf fasid, 

diharuskan untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu berarti menentang 

dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. 

B. Saran 

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para pelanggar 

hukum tahu manfaat dibuatnya suatu hukum. 
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2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan 

sebuah peraturan perundang-undangan,kemudianmemberikan sanksi yang 

tegas kepada para pelanggarnya. 

3. Pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pengelola jasa parkir yang 

melakukan praktik perparkiran yang bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku. 

4. Hendaklah para tokoh agama dan masyarakat, agar lebih memberikan 

pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang ijarah 

atau sewa-menyewa dalam Islam. Selain itu juga menambah pembahasan dan 

mengkaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan 

masyarakat tentang agama juga mengalami perkembangan seiring 

perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam bermu`amalat 

yang baik dan benar seperti apa yang  dianjurkan dalam al-Qur`an dan 

Sunnah Rasulullah S.A.W., sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 
 

TERJEMAHAN 

No Hal  Foot

note  

Terjemahan 

BAB I 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.  

 

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa. 

 

BAB II 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 



 
 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

39 

 

 

 

 

 

40 

yang kamu kerjakan. 

 

Kemudian jika mereka (istri-istrimu yang sudah ditalak) 

menyusukan anak-anakmu untuk kamu, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantaramu 

dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka 

perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 

 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda ketahui tentang perparkiran? 

2. Bagaiman praktik penarikan retribusi parkir di taman parkir sriwedani? 

3. Apa yang anda ketahui tentang penarikan retribusi parkir yang menggunakan 

klausul baku? 

4. Apa yang melatarbelakangi pengelola jasa parkir/pengguna jasa parkir melakukan  

praktik retribusi parkir dengan menggunakan klausul baku? 

5. Apakah anda pernah mendapat masalah dengan penggunaan klausul baku 

tersebut? 

6. Apakah anda pernah menyampaikan hal ini kepada pengguna jasa parkir? 

7. Apakah anda merasa dirugikan dengan penggunaan klausul baku tersebut? 

8. Apakah anda pernah mencoba untuk complain tentang penggunaan klausul baku  

tersebut? Kenapa? 

9. Apakah anda tahu tentang Perda No. 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir? 

10. Apakah anda tahu tentang hak-hak konsumen? 

11. Bagaiman hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir? 

12. Apakah selama ini ada yang memberikan informasi tentang penarikan retribusi 

parkir yang sesuai dengan Perda No. 20 Tahun 2009? 

13. Bagaimana peran Ulama dan Pemerintah di sini?  

14. Apakah pernah ada pembahasan tentang penggunaan klausul baku ini? 

 



 1

 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 
NOMOR 20 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perparkiran dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
pengguna jasa parkir pada tempat khusus parkir, agar tercipta rasa 
aman dan nyaman, maka perlu melengkapi sarana dan prasarana 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

  b. bahwa pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana pada 
Tempat Khusus Parkir memerlukan biaya, maka perlu adanya peran 
serta dari pengguna jasa parkir untuk membayar retribusi; 

  c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi 
di tempat khusus parkir, maka perlu adanya perubahan tarif 
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat 
Khusus Parkir; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk dengan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 
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  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3529); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3530); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang 
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan; 

  14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang 
Fasilitas Parkir Untuk Umum; 

  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi; 

  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 

  17. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655); 

  18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran 
Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C); 
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  19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
1 Tahun 1993 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran 
Daerah  Tahun 1992 Nomor 37 Seri D); 

  20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 21, Seri D); 

  21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 
26 Seri D); 

  22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2009, 
Nomor 120); 

  23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 
2009, Nomor 121); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 
 

dan 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI       
TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 
badan usaha lainnya. 

6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan 
bermotor maupun tidak bermotor. 

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
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8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas 
penunjangnya yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola 
oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, 
taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik 
pemerintah daerah). 

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh pribadi atau badan. 

11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 

 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama 
Retribusi Tempat Khusus Parkir.  

                                                          Pasal 3 
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir. 

Pasal 4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di 
Tempat Khusus Parkir. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
Pasal 5 

Retribusi Tempat Khusus Parkir, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

                                                                Pasal 6 
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor–faktor kawasan, jenis 

kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir. 
(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Kawasan I; 
b. Kawasan II. 
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BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan 

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan 
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien 
dan berorientasi pada harga pasar. 

(2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja 
modal dan jumlah tempat khusus parkir. 

 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  

Pasal 8 
(1) Tarif retribusi Satuan Ruang parkir pada tempat khusus parkir adalah sebagai berikut : 

TARIF 
NO. JENIS KENDARAAN Kawasan I 

(Rp.) 
Kawasan II 

(Rp.) 

 
KETERANGAN 

1. Truk gandengan, sumbu III atau 
lebih 

30.000 20.000 

2. Truk Besar                                      20.000 15.000 
3. Bus Besar                                       20.000 15.000 
4. Truk sedang/Box     15.000 10.000 
5. Bus sedang                                    15.000 10.000 
6. Sedan, Jeep, Pickup, Station 

Wagon/Box, Kendaraan 
Bermotor Roda Tiga                       

2.000 1.500 

7. Sepeda Motor   1.000 1.000 
8. Sepeda Listrik 500 500 
9. Sepeda 300 300 

 
Tarif berlaku 

untuk dua jam 
pertama parkir, 
dan setiap jam 

selebihnya 
dikenakan 50% 

dari tarif 

 

(2) Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian 
sebagai berikut : 

NO. JENIS KENDARAAN TARIF 
(Rp./hari) 

1. Becak  200 
2. Andong 500 

 

Pasal 9 
(1) Tarif retribusi untuk fasilitas penunjang Tempat Khusus Parkir sebagai berikut 

a.Tarif retribusi untuk Mandi / Buang Air   Besar 
 

: Rp. 1.000,-. 
 

b.Tarif retribusi untuk Buang Air Kecil : Rp. 500,-. 
 

c.Tarif retribusi untuk pelayanan kebersihan  
- Kelontong/Makanan Kering/Buah 
- Warung Makan 

:  
Rp. 400,-/m2/hari  
Rp. 500,-/m2/hari 
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(2) Untuk retribusi los, kios dan sewa lahan serta penggunaan Tempat Khusus Parkir 
(TKP) selain untuk kepentingan parkir berpedoman pada Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang retribusi pelayanan pasar.  

 
BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 10 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. 
 

BAB VIII 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 
(1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 
(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota. 

 
BAB IX 

 TATA CARA PEMUNGUTAN 
Pasal 12 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
(1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara berlangganan. 
(2) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. 
(3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilunasi 

sekaligus. 

 

BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 14 
Dalam hal Wajib Retribusi yang membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 dan Pasal 9 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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BAB XII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 15 

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
kepada Wajib retribusi yang membayar Retribusi. 

 
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB XIII 

KADALUWARSA PENAGIHAN 
Pasal 16 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi, kadaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut melakukan tindak pidana dibidang 
retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
tertangguhkan apabila: 
a. diterbitkan surat teguran, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 

 
BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 17 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tarif retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 
(empat) kali jumlah retribusi terutang.  

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah. 

 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal 18 
Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana; 
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e  Pasal ini; 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak 

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 20 

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB XVI 

PENGAWASAN 
Pasal 21 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk.  

 
BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 
Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 23 
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota. 
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Pasal 24 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.                                                                                     
 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 18 September 2009 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
    ttd 

 
 

H. HERRY ZUDIANTO 
 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal18 September 2009 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 

ttd 
 
 

H. RAPINGUN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 122        
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR 20 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

 
 

I.  UMUM 
 
Berdasarkan perkembangan keadaan khususnya laju pertambahan kendaraan baik 
bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana 
lalulintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas, sehingga 
dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalulintas. 
 
Bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalulintas 
tersebut diatas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota 
Yogyakarta perlu dan selalu berusaha meningkatkan sarana dan pra sarana yang ada 
dengan cara memelihara, memperbaiki fasilitas jalan yang ada maupun membangun 
gedung parkir, taman parkir dan fasilitasnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kota dan dapat dikelola oleh Pemerintah Kota maupun Swasta. Usaha tersebut tentu 
membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya partisipasi dari 
masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang 
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti 
dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan Parkir Tempat 
Khusus Parkir lebih optimal. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 

Pasal 3 : Cukup jelas. 

Pasal 4 : Cukup jelas. 

Pasal 5 : Cukup jelas. 

Pasal 6 : Cukup jelas. 
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Pasal 7 : Besaran tarif retribusi yang dikenakan untuk parkir 
sepeda motor dan sepeda listrik sudah termasuk helm. 

Pasal 8 : Cukup jelas. 

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan 
adalah karcis parkir atau kwitansi parkir. 

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah 
bahwa seluruh proses kegiatan pemungut-an retribusi 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, 
dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah 
Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. 
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerja-
samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan 
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. 

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud secara berlangganan adalah 
penggunan jasa parkir yang setiap hari menggunakan 
lahan/tempat tertentu pada Tempat Khusus Parkir 
dalam jangka waktu tertentu. 

Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Cukup jelas. 

Pasal 14 : Cukup jelas. 

Pasal 15 : Cukup jelas. 

Pasal 16 : Cukup jelas. 

Pasal 17 : Cukup jelas. 

Pasal 18 : Cukup jelas. 

Pasal 19 : Cukup jelas. 

Pasal 20 : Cukup jelas. 

Pasal 21 : Cukup jelas. 

Pasal 22 : Cukup jelas. 

Pasal 23 : Cukup jelas. 

Pasal 24 : Cukup jelas. 

 
----------------------------------------------- 

 
 



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang             : a. bahwa   pembangunan   nasional   bertujuan   untuk   mewujudkan 
suatu  masyarakat  adil  dan makmur  yang merata  materiil   dan 
spiritual  dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila 
dan Undang­Undang Dasar 1945;

b. bahwa   pembangunan   perekonomian   nasional   opada   era 
globalisasi   harus   dapat   mendukung   tumbuhnya   dunia   usaha 
sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang 
memiliki   kandungan   teknologi   yang   dapat   meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 
kepastian   atas   barang   dan/jasa   yang   diperoleh   dari 
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari 
proses globalisasi  ekonomi harus  tetap menjamin peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan 
keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d. bahwa   untuk   meningkatkan   harkat   dan   martabat   konsumen 
perlu   meningkatkan   kesadaran,   pengetahuan,   kepedulian, 
kemampuan   dan   kemandirian   konsumen   untuk   melindungi 
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang 
bertanggung jawab;

e. bahwa   ketentuan   hukum   yang   melindungi   kepentingan 
konsumen di Indonesia belum memadai
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f. bahwa berdasarkan  pertimbangan   tersebut   di   atas  diperlukan 
perangkat   peraturan   perundang­undangan   untuk   mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa   untuk   itu   perlu   dibentuk   undang­undang   tentang 
perlindungan konsumen.

Mengingat               : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang­
Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan            : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 
Dalam undang­undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perlindungan   konsumen  adalah   segala   upaya   yang   menjamin   adanya   kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen  adalah setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa yang  tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

3. Pelaku   usaha  adalah   setiap   orang   perseorangan   atau   badan   usaha,   baik   yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun  bersama­sama melalui   perjanjian  menyelenggarakan   kegiatan  usaha  dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
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4. Barang  adalah   setiap   benda   baik   berwujud  maupun   tidak   berwujud,   baik   bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

5. Jasa  adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

6. Promosi  adalah   kegiatan   pengenalan   atau   penyebarluasan   informasi   suatu   barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang 
akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa  adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah 

Republik Indonesia. 
9. Lembaga   Perlindungan   Konsumen   Swadaya   Masyarakat  adalah   lembaga   non­

pemerintah   yang   terdaftar   dan   diakui   oleh   pemerintah   yang   mempunyai   kegiatan 
menangani perlindungan konsumen. 

10. Klausula   Baku  adalah   setiap   aturan   atau   ketentuan   dan   syarat­syarat   yang   telah 
dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen. 

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah badan yang bertugas menangani 
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

12. Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional  adalah   badan   yang   dibentuk   untuk 
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 

13. Menteri  adalah   menteri   yang   ruang   lingkup   tugas  dan   tanggung   jawabnya  meliputi 
bidang perdagangan. 

 
BAB II

ASAS DAN TUJUAN
 

Pasal 2
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Perlindungan   konsumen   berasaskan   manfaat,   keadilan,   keseimbangan,   keamanan   dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
   

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan : 
a. meningkatkan kesadaran,  kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

diri; 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses 

negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. meningkatkan   pemberdayaan   konsumen  dalam  memilih,  menentukan   dan   menuntut 

hak­haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum 

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. meningkatkan   kualitas   barang   dan/atau   jasa   yang   menjamin   kelangsungan   usaha 

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. 

 
BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN
 

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak konsumen adalah : 
a. hak   atas   kenyamanan,   keamanan,   dan   keselamatan   dalam   mengkonsumsi   barang 

dan/atau jasa; 
b. hak   untuk   memilih   barang   dan/atau   jasa   serta   mendapatkan   barang   dan/atau   jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
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c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa; 

d. hak   untuk   didengar   pendapat   dan   keluhannya   atas   barang   dan/atau   jasa   yang 
digunakan; 

e. hak   untuk   mendapatkan   advokasi,   perlindungan,   dan   upaya  penyelesaian   sengketa 
perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau  jasa yang diterima  tidak sesuai  dengan perjanjian atau  tidak  sebagaimana 
mestinya; 

i. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 
 

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah : 
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
 

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

 
Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah : 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik; 
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c. hak   untuk   melakukan   pembelaan   diri   sepatutnya   di   dalam   penyelesaian   hukum 
sengketa konsumen; 

d. hak   untuk   rehabilitasi   nama   baik   apabila   terbukti   secara   hukum   bahwa   kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 

Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan   atau   melayani   konsumen   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak 

diskriminatif; 
d. menjamin   mutu   barang   dan/atau   jasa   yang   diproduksi   dan/atau   diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. memberi   kesempatan   kepada   konsumen   untuk   menguji,   dan/atau   mencoba   barang 

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi   kompensasi,   ganti   rugi   dan/atau   penggantian   atas   kerugian   akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi  kompensasi,  ganti   rugi  dan/atau penggantian apabila  barang dan/atau  jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

   
BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8
 
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang: 
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a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan 
ketentuan peraturan perundang­undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak   sesuai   dengan   ukuran,   takaran,   timbangan   dan   jumlah   dalam   hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g. tidak   mencantumkan   tanggal   kadaluwarsa   atau   jangka   waktu   penggunaan/ 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak   mengikuti   ketentuan   berproduksi   secara   halal,   sebagaimana   pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak   memasang   label   atau   membuat   penjelasan   barang   yang   memuat   nama 
barang,   ukuran,   berat/isi   bersih   atau   netto,   komposisi,   aturan   pakai,   tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; 

j. tidak   mencantumkan   informasi   dan/atau   petunjuk   penggunaan   barang   dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan 
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan  farmasi  dan pangan yang  rusak, 
cacat   atau   bekas   dan   tercemar,   dengan   atau   tanpa   memberikan   informasi   secara 
lengkap dan benar. 

(4) Pelaku   usaha   yang   melakukan   pelanggaran   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilarang 
memperdagangkan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   serta   wajib   menariknya   dari 
peredaran. 
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Pasal 9
 
(1) Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   memproduksikan,   mengiklankan   suatu   barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah­olah: 
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, 

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu; 

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
c. barang   dan/atau   jasa   tersebut   telah   mendapatkan   dan/atau   memiliki   sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri­ciri kerja atau aksesori 
tertentu; 

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; 
j. menggunakan   kata­kata   yang   berlebihan,   seperti   aman,   tidak   berbahaya,   tidak 

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; 
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) Barang   dan/atau   jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilarang   untuk 
diperdagangkan. 

(3) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran   terhadap  ayat   (1)   dilarang  melanjutkan 
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. 
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Pasal 10
 
Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 
diperdagangkan   dilarang   menawarkan,   mempromosikan,   mengiklankan   atau   membuat 
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
 

Pasal 11
 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang 
mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; 
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah­olah telah memenuhi standar mutu 

tertentu;
b. menyatakan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   seolah­olah   tidak   mengandung   cacat 

tersembunyi; 
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk 

menjual barang lain; 
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan 

maksud menjual barang yang lain;
e. tidak  menyediakan   jasa  dalam kapasitas   tertentu  atau  dalam  jumlah  cukup  dengan 

maksud menjual jasa yang lain; 
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
 

Pasal 12
 
Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan   atau   mengiklankan   suatu   barang 
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku 
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usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
 

Pasal 13
 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 

dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain 
secara   cuma­cuma   dengan   maksud   tidak   memberikannya   atau   memberikan   tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan  atau  mengiklankan  obat,  obat 
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan 
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 
Pasal 14

 
Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 

Pasal 15
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan 
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis 
terhadap konsumen. 
   

Pasal 16
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang 

dijanjikan; 
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
 

Pasal 17
 
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga 
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau 

jasa; 
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 

persetujuan yang bersangkutan; 
f. melanggar   etika   dan/atau   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   mengenai 

periklanan. 
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran  iklan yang telah melanggar 

ketentuan pada ayat (1). 

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18
 
(1) Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 

diperdagangkan   dilarang   membuat   atau   mencantumkan   klausula   baku   pada   setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
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b. menyatakan  bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali   barang 
yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari  konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 
jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi   hak   kepada   pelaku   usaha   untuk   mengurangi   manfaat   jasa   atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan   tunduknya   konsumen  kepada   peraturan   yang  berupa  aturan   baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan   bahwa   konsumen   memberi   kuasa   kepada   pelaku   usaha   untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai,  atau hak jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang  letak atau bentuknya sulit 
terlihat   atau   tidak   dapat   dibaca   secara   jelas,   atau   yang   pengungkapannya   sulit 
dimengerti. 

(3) Setiap  klausula  baku  yang   telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha pada  dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang­
undang ini. 
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BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

 
Pasal 19

 
(1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   rugi   atas   kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang 
atau   penggantian   barang   dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(3) Pemberian   gantirugi   dilaksanakan   dalam   tenggang   waktu   7   (tujuh)   hari   setelah 
tanggal transaksi. 

(4) Pemberian   ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen. 

 
Pasal 20

 
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 
 

Pasal 21
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(1) Importir   barang   bertanggung   jawab   sebagai   pembuat   barang   yang   diimpor   apabila 
importasi   barang   tersebut   tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan  produsen   luar 
negeri. 

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa 
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 

 
Pasal 22

 
Pembuktian   terhadap   ada   tidaknya   unsur   kesalahan   dalam   kasus   pidana   sebagaimana 
dimaksud   dalam   Pasal   19   ayat   (4),   Pasal   20,   dan   Pasal   21   merupakan   beban   dan 
tanggungjawab   pelaku   usaha   tanpa   menutup   kemungkinan   bagi   jaksa   untuk   melakukan 
pembuktian. 
 

Pasal 23
 
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi 
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
 

Pasal 24
 
(1) Pelaku   usaha   yang   menjual   barang   dan   atau   jasa   kepada   pelaku   usaha   lain 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: 
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun 

atas barang dan/atau jasa tersebut; 
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan 

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan 
contoh, mutu, dan komposisi. 
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(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari  tanggung jawab 
atas  tuntutan ganti   rugi  dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha  lain yang 
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan 
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 

 
Pasal 25

 
(1) Pelaku usaha yang memproduksi  barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam 

batas   waktu   sekurang­kurangnya   1   (satu)   tahun   wajib   menyediakan   suku   cadang 
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan 
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: 
a. tidak   menyediakan   atau   lalai   menyediakan   suku   cadang   dan/atau   fasilitas 

perbaikan; 
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. 

 
Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang 
disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
 

Pasal 27
 
Pelaku usaha  yang memproduksi  barang dibebaskan dari   tanggung  jawab atas kerugian 
yang diderita konsumen, apabila: 
a. barang   tersebut   terbukti   seharusnya   tidak   diedarkan   atau   tidak   dimaksudkan   untuk 

diedarkan; 
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b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya 

jangka waktu yang diperjanjikan. 
 

Pasal 28
 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab 
pelaku usaha. 

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 
Bagian Pertama

Pembinaan
 

Pasal 29
 
(1) Pemerintah   bertanggungjawab   atas   pembinaan   penyelenggaraan   perlindungan 

konsumen   yang   menjamin   diperolehnya   hak   konsumen   dan   pelaku   usaha   serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

(2) Pembinaan   oleh   pemerintah   atas   penyelenggaraan   perlindungan   konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri 
teknis terkait. 

(3) Menteri   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   melakukan   koordinasi   atas 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi upaya untuk: 

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha 
dan konsumen; 

 Halaman  16



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
c. meningkatnya   kualitas   sumberdaya   manusia   serta   meningkatnya   kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Bagian Kedua
Pengawasan

 
Pasal 30

 
(2) Pengawasan   terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen serta  penerapan 

ketentuan   peraturan   perundang­undangannya   diselenggarakan   oleh   pemerintah, 
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilaksanakan 
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(4) Pengawasan   oleh   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 

(5) Apabila   hasil   pengawasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   ternyata 
menyimpang dari peraturan perundang­undangan yang berlaku dan membahayakan 
konsumen,   Menteri   dan/atau   menteri   teknis   mengambil   tindakan   sesuai   dengan 
peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(6) Hasil   pengawasan   yang   diselenggarakan   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat 
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 

(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
 

Bagian Pertama

 Halaman  17



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
 

Pasal 31

Dalam   rangka   mengembangkan   upaya   perlindungan   konsumen   dibentuk   Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional. 

Pasal 32
 
Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   berkedudukan   di   Ibu   Kota   Negara   Republik 
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
 

Pasal 33
 
Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   mempunyai   fungsi   memberikan   saran   dan 
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 
Indonesia. 

Pasal 34
 
(1) Untuk   menjalankan   fungsi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33,   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: 
a. memberikan   saran   dan   rekomendasi   kepada   pemerintah   dalam   rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan   penelitian   dan   pengkajian   terhadap   peraturan   perundang­undangan 

yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 
c. melakukan   penelitian   terhadap   barang   dan/atau   jasa   yang   menyangkut 

keselamatan konsumen;
d. mendorong   berkembangnya   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat; 
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 
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f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 
(2) Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen 
internasional. 

 
Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan
 

Pasal 35
 
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang  wakil   ketua merangkap  anggota,   serta  sekurang­kurangnya  15  (lima belas) 
orang   dan   sebanyak­banyaknya   25   (duapuluh   lima)   orang   anggota   yang   mewakili 
semua unsur. 

(2) Anggota   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   diangkat   dan   diberhentikan   oleh 
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
RepublikIndonesia. 

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
selama (3)   tiga  tahun dan dapat  diangkat kembali  untuk 1   (satu)  kali  masa  jabatan 
berikutnya. 

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. 
 

Pasal 36
 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 
a. pemerintah; 
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b. pelaku usaha; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
d. akademis; dan 
e. tenaga ahli. 

Pasal 37
 
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan 
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
 

Pasal 38
 
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena: 
a. meninggaldunia; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; 
d. sakit secara terus menerus; 
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau 
f. diberhentikan.

Pasal 39
 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu 

oleh sekretariat. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
(3) Fungsi,  tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
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Pasal 40

 
(1) Apabila   diperlukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   dapat   membentuk 

perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 

dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
Pasal 41

 
Dalam pelaksanaan  tugas,  Badan Perlindungan Konsumen Nasional  bekerja berdasarkan 
tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
 

Pasal 42
 
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 
 

Pasal 43
 
Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pembentukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT
 

Pasal 44
 
(1) Pemerintah   mengakui   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   yang 

memenuhi syarat.
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(2) Lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   memiliki   kesempatan   untuk 
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: 
a. menyebarkan   informasi   dalam   rangka   meningkatkan   kesadaran   atas   hak   dan 

kewajiban   dan   kehati­hatian   konsumen   dalam   mengkonsumsi   barang   dan/atau 
jasa; 

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. bekerja   sama   dengan   instansi   terkait   dalam   upaya   mewujudkan   perlindungan 

konsumen; 
d. membantu   konsumen   dalam   memperjuangkan   haknya,   termasuk   menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 
e. melakukan   pengawasan   bersama   pemerintah   dan   masyarakat   terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 
(4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tugas   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA
 

Bagian Pertama
Umum

 
Pasal 45

 
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku usaha  atau  melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

(2) Penyelesaian   sengketa   konsumen   dapat   ditempuh   melalui   pengadilan   atau   diluar 
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
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(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang­undang. 

(4) Apabila   telah   dipilih   upaya   penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan, 
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

 
Pasal 46

 
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. lembaga   perlindungan  konsumen  swadaya   masyarakat   yang  memenuhi   syarat, 

yaitu   berbentuk   badan   hukum   atau   yayasan,   yang   dalam   anggaran   dasarnya 
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah 
untuk   kepentingan   perlindungan   konsumen   dan   telah   melaksanakan   kegiatan 
sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi   yang besar  dan/atau korban 
yang tidak sedikit. 

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 
sedikit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   diatur   dengan   Peraturan 
Pemerintah. 

 

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
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Pasal 47

 
Penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan   diselenggarakan   untuk   mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu 
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang 
diderita oleh konsumen. 
 

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

 
Pasal 48

 
Penyelesaian   sengketa   konsumen   melalui   pengadilan   mengacu   pada   ketentuan   tentang 
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 
 

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

 
Pasal 49

 
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II 

untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 
(2) Untuk   dapat   diangkat   menjadi   anggota   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat; 
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; 
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
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(3) Anggota   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   terdiri  atas  unsur  pemerintah,  unsur 
konsumen, dan unsur pelaku usaha. 

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit­dikitnya 3 
(tiga) orang, dan sebanyak­banyaknya 5 (lima) orang. 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota  badan penyelesaian sengketa  konsumen 
ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 50
 
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
terdiri atas: 
a. ketua merangkap anggota; 
b. wakil ketua merangkap anggota; 
c. anggota. 

Pasal 51
 
(1) Badan  penyelesaian sengketa   konsumen dalam menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh 

sekretariat. 
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan 

anggota sekretariat. 
(3) Pengangkatan  dan pemberhentian  kepala  sekretariat  dan anggota  sekretariat  badan 

penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri. 
 

Pasal 52
 
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui 

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
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c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan   kepada   penyidik   umum   apabila   terjadi   pelanggaran   ketentuan   dalam 

Undang­undang ini; 
e. menerima   pengaduan   baik   tertulis   maupun   tidak   tertulis,   dari   konsumen   tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil   pelaku   usaha   yang   diduga   telah   melakukan   pelanggaran   terhadap 

perlindungan konsumen;
h. memanggil  dan menghadirkan saksi, saksi ahli  dan/atau setiap orang yang dianggap 

mengetahui pelanggaran terhadap Undang­undang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf  g dan huruf  h,  yang  tidak bersedia 
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan,   meneliti   dan/atau   menilai   surat,   dokumen,   atau   alat   bukti   lain   guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 
m. menjatuhkan   sanksi   administratif   kepada   pelaku   usaha   yang   melanggar   ketentuan 

Undang­undang ini. 
Pasal 53

 
Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  pelaksanaan   tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian 
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri. 
 

Pasal 54
 
(1) Untuk   menangani   dan   menyelesaikan   sengketa   konsumen,   badan   penyelesaian 

sengketa konsumen membentuk majelis. 
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(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit­
sedikitnya 3  (tiga)  orang yang mewakili  semua unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera. 

(3) Putusan majelis final dan mengikat. 
(4) Ketantuan teknis  lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat 

keputusan menteri. 
 

Pasal 55
 
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam 
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. 
 

Pasal 56
 
(1) Dalam   waktu   paling   lambat   7   (tujuh)   hari   kerja   sejak   menerima   putusan   badan 

penyelesaian   sengketa   konsumen   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55   pelaku 
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. 

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

(3) Pelaku   usaha  yang   tidak   mengajukan   keberatan   dalam   jangka   waktu   sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat   (2)   dianggap  menerima putusan  badan  penyelesaian  sengketa 
konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan 
oleh   pelaku   usaha,   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   menyerahkan   putusan 
tersebut   kepada   penyidik   untuk   melakukan   penyidikan   sesuai   dengan   ketentuan 
perundang­undangan yang berlaku. 

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 

 
Pasal 57
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Putusan  majelis   sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  54  ayat   (3)   dimintakan  penetapan 
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. 

 Pasal 58
 
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal   56  ayat   (2)   dalam waktu  paling   lambat   21   (duapuluh   satu)   hari   sejak 
diterimanya keberatan. 

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. 

 
BAB XII

PENYIDIKAN
 

Pasal 59
 
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang­undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
berwenang: 
a. melakukan   pemeriksaan   atas   kebenaran   laporan   atau   keterangan   berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan   pemeriksaan   terhadap   orang   lain   atau   badan   hukm   yang   diduga 

melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 

dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta 
melakukan   penyitaan   terhadap   barang   hasil   pelanggaran   yang   dapat   dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen. 

(3) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
memberitahukan   dimulainya   penyidikan   dan   hasil   penyidikannya   kepada   Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. 

 
BAB XIII

S A N K S I
 

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

 
Pasal 60

 
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 
25 dan Pasal 26. 

(2) Sanksi   administratif   berupa   penetapan   ganti   rugi   paling   banyak   Rp   200.000.000,00 
(duaratus juta rupiah). 

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dalam peraturan perundang­undangan. 

 
Bagian Kedua
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Sanksi Pidana
 

Pasal 61
 
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
 

Pasal 62
 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf 
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f 
dipidana   penjara   paling   lama   2   (dua)   tahun   atau   pidana   denda   paling   banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan  luka berat,  sakit  berat,  cacat   tetap atau 
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

 
Pasal 63

 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman 
tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah   penghentian   kegiatan   tertentu   yang   menyebabkan   timbulnya   kerugian 

konsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha. 
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 64

 
Segala   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   yang   bertujuan   melindungi   konsumen 
yang   telah   ada   pada   saat   undang­undang   ini   diundangkan,   dinyatakan   tetap   berlaku 
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
undang­undang ini. 
   

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 65

Undang­undang  ini  mulai  berlaku setelah 1   (satu)   tahun sejak diundangkan.  Agar  setiap 
orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   undang­undang   ini   dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
   

 Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
                                                                                                         

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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ttd.
 

AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

 
I. UMUM 
 
Pembangunan   dan   perkembangan   perekonomian   umumnya   dan   khususnya   di   bidang 
perindustrian   dan   perdagangan   nasional   telah   menghasilkan   berbagai   variasi   barang 
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas 
yang didukung oleh kemajuan teknologi  telekomunikasi dan informatika  telah memperluas 
ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas­batas wilayah suatu negara, 
sehingga  barang  dan/jasa   yang  ditawarkan  bervariasi   baik   produksi   luar   negeri   maupun 
produksi dalam negeri. 

Kondisi   yang   demikian   pada   satu   pihak   mempunyai   manfaat   bagi   konsumen   karena 
kebutuhan  konsumen  akan   barang   dan/atau   jasa   yang   diinginkan  dapat   terpenuhi   serta 
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku 
usaha dan konsumen menjadi   tidak  seimbang dan konsumen berada pada   posisi   yang 
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar­
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian 
standar yang merugikan konsumen. 
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan 
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan   konsumen. 
Oleh karena  itu,  Undang­undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi  landasan 
hukum   yang   kuat   bagi   pemerintah   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 
masyarakat   untuk   melakukan   upaya   pemberdayaan   konsumen   melalui   pembinaan   dan 
pendidikan konsumen.  

Upaya   pemberdayaan   ini   penting   karena   tidak   mudah   mengharapkan   kesadaran   pelaku 
usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan 
yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan 
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen 
melalui pembentukan undang­undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara 
integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para 
pelaku   usaha,   tetapi   justru   sebaliknya   perlindungan   konsumen   dapat   mendorong   iklim 
berusaha   yang   sehat   yang   mendorong   lahirnya   perusahaan   yang   tangguh   dalam 
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya 
tetap   memberikan  perhatian   khusus   kepada   pelaku   usaha  kecil   dan   menengah.  Hal   itu 
dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. 

Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   dirumuskan  dengan   mengacu   pada 
filosofi   pembangunan   nasional   bahwa   pembangunan   nasional   termasuk   pembangunan 
hukum   yang   memberikan   perlindungan   terhadap   konsumen   adalah   dalam   rangka 
membangun manusia  Indonesia  seutuhnya yang berlandaskan pada  falsafah kenegaraan 
Republik   Indonesia   yaitu  dasar  negara  Pancasila  dan   konstitusi   negara  Undang­Undang 
Dasar 1945. 

Disamping   itu,   Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   pada   dasarnya   bukan 
merupakan   awal   dan   akhir   dari   hukum  yang  mengatur   tentang  perlindungan  konsumen, 
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sebab sampai pada terbentuknya Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah 
ada beberapa undang­undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti: 
a. Undang­undang   Nomor   10   Tahun   1961   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah 

Pengganti  Undang­undang  Nomor  1  Tahun  1961   tentang  Barang,  menjadi  Undang­
undang; 

b. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 
c. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­pokok Pemerintahan di Daerah; 
d. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
e. Undang­undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 
f. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
g. Undang­undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 
h. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 
i. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
j. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
k. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
l. Undang­undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 
m. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
n. Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang­undang Hak 

Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang Nomor 7 Tahun 1987; 
o. Undang­undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

6 Tahun 1989 tentang Paten; 
p. Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

19 Tahun 1989 tentang Merek; 
q. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
r. Undang­undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 
s. Undang­undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 
t. Undang­undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual 
(HAK) tidak diatur dalam Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah 
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diatur  dalam Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997  tentang Hak Cipta,  Undang­undang 
Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang 
Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa yang 
melanggar ketentuan tentang HAKI. 

Demikian   juga   perlindungan   konsumen   di   bidang   lingkungan   hidup   tidak   diatur   dalam 
Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   karena   telah  diatur   dalam  Undang­
undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban 
setiap  orang  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi   lingkungan hidup serta  mencegah dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang­undang baru yang pada 
dasarnya   memuat   ketentuan­ketentuan   yang   melindungi   konsumen.   Dengan   demikian, 
Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   ini   merupakan   payung   yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Angka 1 

Cukup jelas 
Angka 2 

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. 
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian 
dari   proses   suatu   produk   lainnya.   Pengertian   konsumen   dalam   undang­undang   ini 
adalah konsumen akhir.

Angka 3 
Pelaku   usaha   yang   termasuk   dalam   pengertian   ini   adalah   perusahaan,   korporasi, 
koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain­lain.

Angka 4 
Cukup jelas

Angka 5 
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Cukup jelas
Angka 6 

Cukup jelas
Angka 7 

Cukup jelas 
Angka 8 

Cukup jelas 
Angka 9 

Lembaga   ini   dibentuk   untuk   meningkatkan   partisipasi   masyarakat   dalam   upaya 
perlindungan   konsumen  serta   menunjukkan   bahwa  perlindungan   konsumen  menjadi 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10 
Cukup jelas 

Angka 11 
Badan  ini  dibentuk untuk menangani  penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, 
cepat, murah dan profesional.

Angka 12 
Cukup jelas 

Angka 13 
Cukup jelas 

 
Pasal 2 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 
asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:
1. Asas manfaat  dimaksudkan untuk  mengamanatkan bahwa segala  upaya dalam 

penyelenggaraan   perlindungan   konsumen   harus   memberikan   manfaat   sebesar­
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas   keadilan   dimaksudkan   agar   partisipasi   seluruh   rakyat   dapat   diwujudkan 
secara   maksimal   dan   memberikan   kesempatan   kepada   konsumen   dan   pelaku 
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
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3. Asas   keseimbangan   dimaksudkan   untuk   memberikan   keseimbangan   antara 
kepentingan  konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun 
spiritual. 

4. Asas   keamanan   dan   keselamatan   konsumen   dimaksudkan   untuk   memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian   dan   pemanfaatan   barang   dan/atau   jasa   yang   dikonsumsi   atau 
digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 
menaati  hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 
Pasal 3

Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Hak   untuk   diperlukan   atau   dilayani   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak   diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial 
lainnya.
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Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 
Cukup jelas 

 
Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

 
Pasal 7 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. 
Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji 
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 
 
Pasal 8 
Ayat (1) 
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Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari 
kata ‘best before’ yang biasa digunakan dalam label produk  makanan.

Huruf h 
Cukup jelas 

 
Huruf i 

Cukup jelas 
 
Huruf j 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Barang­barang   yang   dimaksud   adalah   barang­barang   yang   tidak   membahayakan 
konsumen menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 
Ayat (3) 

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen 
menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.
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Ayat (4) 
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

 
Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 
Pasal 11 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup  jelas 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan  jumlah  tertentu dan  jumlah yang cukup adalah  jumlah yang 
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

 
Pasal 14 
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Cukup jelas 
 
Pasal 15 

Cukup jelas 
 
Pasal 16 

Cukup jelas 
 
Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 18 
Ayat (1) 

Larangan  ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

Huruf h 
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Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

 
Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Pasal 22 
Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

 
Pasal 23 

Cukup jelas 
 
Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 26  

Cukup jelas 

Pasal 27 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cacat  timbul di  kemudian hari  adalah sesudah  tanggal yang mendapat  jaminan dari 
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kualifikasi  barang adalah ketentuan standardisasi  yang telah 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
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Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28
Cukup jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Yang   bertanggung   jawab   dengan   menteri   teknis   adalah   menteri   yang   bertanggung 
jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
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Ayat (3) 
Pengawasan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan   lembaga perlindungan  konsumen 
swadaya   masyarakat   dilakukan   atas   barang   dan/atau   jasa   yang   beredar   di   pasar 
dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. 

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika 
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain­lain yang disyaratkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang­undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

 

Ayat (4) 
Cukup jelas
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Pasal 31 

Cukup jelas 
 
Pasal 32 

Cukup jelas 
 
Pasal 33 

Cukup jelas 
 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 

 Halaman  45



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang 
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 35 
Ayat (1) 

Jumlah  wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2) 

Cukup jelas
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Pasal 36 
Huruf a 

Cukup jelas 
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Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e 
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

 
Pasal 37 

Cukup jelas 
 
Pasal 38 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
 
Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 
Pasal 41 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 
Pasal 42 

Cukup jelas 
 
Pasal 43 

Cukup jelas 
 
Pasal 44 
Ayat (1) 

Yang   dimaksud   dengan   memenuhi   syarat,   antara   lain,   terdaftar   dan   diakui   serta 
bergerak di bidang perlindungan konsumen.

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
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Ayat (4) 

Cukup  jelas 
 
Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup 
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap 
diusahakan  untuk   menggunakan   penyelesaian   damai   oleh   kedua   belah  pihak   yang 
bersengketa. 

Yang   dimaksud   dengan   penyelesaian   secara   damai   adalah   penyelesaian   yang 
dilakukan  oleh   kedua  belah  pihak  yang  bersengketa   (pelaku  usaha  dan  konsumen) 
tanpa   melalui   pengadilan   atau   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   dan   tidak 
bertentangan dengan undang­undang ini. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Undang­undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok 
atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar­benar dirugikan dan dapat 
dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

 Halaman  49



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai 
adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Bentuk   jaminan   yang   dimaksud   dalam   hal   ini   berupa   pernyataan   tertulis   yang 
menerangkan   bahwa   tidak   akan   terulang   kembali   perbuatan   yang   telah   merugikan 
konsumen tersebut.

 
Pasal 48 

Cukup jelas 
Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Unsur konsumen adalah  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau 
sekelompok konsumen.

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
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 Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang   dimaksud   dengan   putusan   majelis   bersifat   final   adalah   bahwa   dalam   badan 
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 
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Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

 
Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
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Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 61
Cukup jelas 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Pasal 63 

Cukup jelas 
 
Pasal 64 

Cukup jelas 
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Pasal 65 

Cukup jelas 

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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